WALIKOTA SUNGAI PENUH

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016
tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41
Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2015
tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4871);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
144);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis
Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun
1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian
Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;



Menetapkan
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Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02
Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik KORPS
Pegawai Republik Indonesia;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Kewenangan Daerah Kota Sungai (Lembaran Daerah Kota
Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai
Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010
Nomor 20);

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 21);

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai
Penuh Tahun 2010 Nomor 22);

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor
23);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota
Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 18);

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor
19);

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor
20);

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI
PENUH NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.



PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun
2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Sungai Penuh, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 3,
sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh terdiri
dari :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :

1. PDH warna khaki;

2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan

3. PDH Batik atau tenun ikat ciri khas Sungai Penuh;

Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;

Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah; dan

Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Korpri.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi untuk menunjukan identitas pegawai dan sarana pengawasan
pegawai.
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(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari :
a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi
Madya dan Pejabat Tinggi Pratama.

b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan
Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14

(1) Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;

(2) Hari Rabu menggunakan PDH kemeja Warna Putih, celana/rok hitam
atau gelap;

(3) Hari Kamis dan Jum’at menggunakan PDH Batik khas Sungai Penuh;

(4) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas
dan/atau sesuai ketentuan acara;

(5) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari Korpri dan/atau
sesuai ketentuan acara;dan

(6) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai dengan ketentuan acara.



PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Juni 2016

WALIKOTA SUNGAI PENUH,
ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016 NOMOR 12
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LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 12 TAHUN 2016
TANGGAL 2 JUNI 2016

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH

1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA
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Keterangan
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal



2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA

Keterangan

a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal
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3. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB

Keterangan : a. Lencana KORPRI
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

WALIKOTA SUNGAI PENUH
ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI



